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10. PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR 
 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
  



 
 
11. PENGUNGKAPAN KUALITATIF COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCRA) 
 
Risiko kredit counterparty bagi Bank adalah risiko yang timbul dari kegagalan pembayaran counterparty atas suatu kontrak dengan pihak 
Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi bank untuk menggantikan kontrak tersebut. 
Counterparty credit risk pada umumnya timbul dari FX swap dan transaksi repo/reverse repo. Mitigasi counterparty credit risk dilakukan 
sesuai SE OJK No 42/SEOJK.03/2016, yaitu dengan pengakuan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dan 
dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari counterparty. 
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19. EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN TERKAIT PERSYARATAN MODALNYA – BANK YANG BERTINDAK SEBAGAI 
ORIGINATOR ATAU SPONSOR (SEC3) 

 
Tidak terdapat eksposur Sekuritisasi 

 
 

20. EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN MODALNYA – BANK YANG BERTINDAK SEBAGAI INVESTOR 
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21. PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM 
 
 
Risiko kredit pada BTPN merupakan prinsip kehatihatian untuk mencegah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk 
dan settlement risk. 
 
1. Kerangka Manajemen Risiko Kredit 
  
Pengukuran risiko kredit dilakukan berdasarkan portofolio dan transaksional. Pengukuran tersebut dapat menggunakan metode 
kuantitatif atau kualitatif sesuai ketentuan standar dari Bank Indonesia, OJK dan/atau best practise yang diadopsi atau model internal 
yang dikembangkan oleh Bank. Pengukuran risiko kredit, antara lain dilakukan melalui: peringkat risiko dan stress test.  
 
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit 
 
Kebijakan perkreditan BTPN mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 mengenai Kewajiban Penyusunan 
dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum. Kebijakan kredit merupakan pedoman dalam pelaksanaan 
proses kredit yang dilakukan oleh Bank. Bank senantiasa melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur secara berkala, terutama jika 
terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis. 
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan manajemen risiko kredit yang sesuai dengan standar global sebagai Bank yang aktif secara 
internasional dan menjalankan kredit secara wajar dan terorganisir demi budaya kredit Bank yang lebih baik. Bank dikategorikan sebagai 
salah satu bank sistemik di Indonesia. Oleh karena itu, Bank telah menyusun Laporan Rencana Pemulihan (Recovery Plan Document), 
termasuk aspek kualitas aset. Rencana pemulihan tersebut mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk memulihkan kekuatan dan kelayakan 
finansial jika Bank menghadapi tekanan yang berat, terutama dalam hal kualitas aset. 
Bank secara aktif terus mengelola dan mengawasi penerapan manajemen risiko dan secara efektif melakukan penyempurnaan 
kebijakan, prosedur dan pengembangan sistem manajemen risiko. Selain menetapkan kebijakan dan prosedur, Bank juga menetapkan 
batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan risk appetite Bank. Limit tersebut antara lain meliputi limit 
untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya 
serta memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah. Sementara itu, 
penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK yaitu POJK No. 32/POJK.03/2018 
berikut perubahannya pada POJK No. 38/POJK/.03/2019 dengan memperhatikan peraturan terkini. 
Bank mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit di mana pun risiko tersebut teridentifikasi khususnya, terhadap debitur 
individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis. 
Sistem Informasi Manajemen yang tersedia mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang 
baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu untuk memperbaiki kualitas kredit yang 
menurun atau untuk meminimalisasi kerugian kredit. 
Bank dengan seksama memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan 
secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit, dengan melakukan deteksi dini terhadap permasalahan dan melakukan 
pemantauan yang ketat. 
 
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko 
 
Kerangka kerja Risiko Kredit BTPN diimplementasikan melalui proses terintegrasi dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, 
pemantauan, dan pengendalian/mitigasi risiko. 
Proses identifikasi risiko kredit antara lain dilakukan mulai dari penentuan sektor industri atau segmen nasabah yang akan dibiayai, 
melakukan analisis atas pengajuan kredit nasabah serta analisis atas produk dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kredit 
dengan melakukan kajian risiko terhadap Program Produk Kredit. Berdasarkan proses identifikasi risiko kredit tersebut, Bank melakukan 
pengukuran atas risiko kredit dengan menggunakan indikator utama yang menunjukkan kualitas kredit debitur, seperti rasio kredit 
bermasalah (Non Performing Loan) dan secara berkala mengukur kualitas aset berkualitas rendah serta melakukan pengawasan 
terhadap debitur yang termasuk dalam watchlist account. 



 
Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit, stress testing dilakukan untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi ekstrem. 
Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, aspek jaminan, potensi gagal bayar 
(default), dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan serta melakukan kuantifikasi, antara lain atas komposisi portofolio 
aset meliputi jenis, fitur eksposur, pertumbuhan kredit, kecukupan pencadangan, tingkat konsentrasi dan kualitas penyediaan dana, 
termasuk tingkat aset bermasalah dan aset yang telah diambil alih, serta mark to market pada transaksi risiko kredit tertentu. Bank 
melakukan pemantauan atas eksposur risiko kredit aktual dibandingkan limit risiko kredit, memantau pengelolaan kredit yang 
bermasalah serta memantau kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko kredit. 
Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat menyajikan informasi risiko kredit secara 
berkala. 
 
4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kredit 
 
Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. Contohnya adalah 
penerapan prosedur penanganan kredit bermasalah yang efektif dengan memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dari fungsi 
pemutus kredit. Hasil dari penanganan kredit yang bermasalah harus didokumentasikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dalam menyalurkan atau merestrukturisasi kredit. 
Risiko kredit juga dapat dikendalikan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif dan penetapan target 
batasan risiko konsentrasi. 
 
5. Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit 
 
Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan melakukan pemantauan antara lain untuk eksposur sektor industri, jenis 
kredit tertentu serta eksposur perorangan dan grup usaha.  
 
6. Definisi Tagihan yang Melewati Jatuh Tempo 
 
Tagihan yang telah melewati jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah tertunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas 
pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. 
 
7. Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai 
 
Bank melakukan evaluasi atas aset keuangan/kelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. 
Tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment ditentukan berdasarkan aset keuangan/kelompok aset keuangan yang jika 
terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah 
pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan). Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa 
depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat. 
 
8. Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 
 
Dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Bank telah menerapkan PSAK 71 sejak tanggal 1 Januari 
2020. PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL 12 bulan) atau kerugian kredit 
ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL lifetime). ECL lifetime adalah kerugian ekspektasian yang berasal dari semua 
kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari 
kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 
Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan 
kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. 
Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas 
mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo. 
Kerugian kredit ekspektasian atau Expected Credit Loss (“ECL”) diakui untuk seluruh instrument utang keuangan, komitmen pinjaman 
dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai hold to collect atau hold to collect and sell dan memiliki arus kas SPPI. ECL tidak 
diakui untuk instrument keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL dan instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI. 



 
Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan membutuhkan penggunaan model, dikarenakan eksposur 
yang bervariasi terkait dengan perubahan kondisi pasar, arus kas yang diharapkan dan berjalannya waktu. Penilaian risiko kredit dari 
portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait 
dankorelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur risiko kredit menggunakan Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD), 
Loss Given Default (LGD) dan variable makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward-looking). 
Sesuai PSAK 71, Bank menerapkan model “Tiga-Tahap” untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan 
awal seperti dirangkum di bawah ini: 

 Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam “Tahap 1”. 

 Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (“SICR”) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke 
“Tahap 2” tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit. 

 Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke “Tahap 3”  
PSAK 71 tidak berlaku terhadap Entitas Anak yang merupakan suatu entitas berbasis Syariah. 
 
9. Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar 
 
Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar yang sesuai 
dengan ketentuan OJK yang berlaku, yaitu SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko 
Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. 
Dengan pendekatan standar tersebut bobot risiko ditetapkan berdasarkan peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio 
atau persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu. Portofolio kelompok tagihan dibagi dalam kategori tagihan kepada pemerintah, 
tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, kredit beragun rumah tinggal, kredit beragun properti 
komersial, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank, tagihan kepada pegawai dan pensiun, tagihan kepada usaha 
mikro, kecil dan portofolio ritel, tagihan kepada korporasi dan tagihan yang telah jatuh tempo. 
Bobot risiko ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Regulator. Apabila terdapat tagihan yang telah memiliki 
peringkat, maka Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Regulator. 
 
10. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit 
 
Bank mengadopsi serangkaian kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Bank memiliki panduan tentang jenis-jenis agunan 
yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan yang diterima antara lain adalah sebagai berikut: 
• Tanah dan/atau bangunan 
• Kendaraan 
• Peralatan (termasuk mesin dan alat berat) 
• Cash collateral 
• SBLC 
• Piutang 
• Persediaan 

 
 


